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Abstract 

Regional government implementing sidewalks revitalization policy properly used. Arising 

problems from implemented policy by regional government should integrative negotiate ways with 

residents near Kemang Raya Street South of DKI Jakarta province. The research purposed to find 

and analize integrative negotiation process between regional government that represented by 

exclusive team with the residents, Steps of efforts implemented the policy, and the supporting and 

inhibiting factors of the integrative negotiation process. Integrative negotiation theory which is 

prioritized because of the statements of local governments that prioritize win - win solutions.The 

method descriptive study with qualitative approaching. Data obtained through direct interviews 

and research from documentations. The results of this study indicate that the negotiation process 

carried out with the pure integrative method is the dynamics of the distributive method with the 

steps that are in accordance with the negotiation of the integrative method ending with distributive 

factors that need to be considered in the future the local government in carrying out integrative 

negotiations. 

Keywords: Public policy, Political Communication, Integrative Negotiation & Sidewalks 

Revitalization. 

 

PENDAHULUAN 

Gubernur menjadi wakil dari 

pemerintah pusat yang menjadi kepala atau 

pimpinan dari pemerintah daerah yang 

mempunyai tugas wewenang untuk melakukan 

evaluasi tentang tata ruang daerah yang 

dipimpinnya tidak bisa bekerja sendiri, oleh 

karena itu dibantu oleh instansi – instansi 

terkait dalam menjalankan tugasnya. Proses 

koordinasi yang dilakukan Anies Baswedan 

selaku pimpinan daerah menggunakan kegiatan 

komunikasi politik. Seperti yang disampaikan 

Kusmanto (2014) tertulis pada penelitian 

Hanani dkk pada jurnal Turast bahwa politik 

adalah ilmu yang digunakan dalam hal 

memerintah dan mengatur masyarakat, politik 

juga adalah seni bagi manusia. pada buku 

karangan Dr. Thomas Tokan Pureklolon yang 

berjudul Komunikasi Politik menyatakan 

politik secara umum menyangkut proses 

penentuan tujuan negara dan cara 

melaksanakannya, dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kebijakan – kebijakan umum 

(Public Policies) untuk mengatur, membagi, 

atau mengalokasikan sumber – sumber yang 

ada yang dikatakan oleh Sumarsono (2006). 

Untuk melaksanakan kebijaksanaan – 

kebijaksanaan itu, perlu adanya kekuasaan 

(Power) dan kewenangan (Authority) untuk 

membina kerja sama maupun menyelsaikan 

konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. 

(Miriam Budiarjo, 2013). Hubungan yang 

terjalin terdapat komunikasi dalam hal ini 

disebutkan sebagai komunikasi politik. 

Komunikasi politik yang terjadi pada saat ini 

bukan hanya antar aktor politik, tetapi antara 

aktor politik dengan pemerintahan juga terjadi 

komunikasi politik. Menurut seorang pakar 

politik, Maswadi Rauf, komunikasi politik 

adalah objek kajian ilmu poltik karena pesan – 

pesan yang diungkapkan dalam proses 

komunikasi bercirikan politik, yang berkaitan 
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dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan 

dan juga aktivitas komunikator dalam 

kedudukan sebagai pelaku kegiatan 

politik.Rochajat dan Sumarno (2006). 

Berbeda pula situasi yang terjadi di 

daerah Kemang yang menjadi iconic project 

dan prestasi luar biasa bagi pemerintah daerah 

DKI Jakarta. Karena yang terjadi di Kemang 

dalam proses pembangunan dalam rangka 

revitalisasi trotoar disana pembebasan lahan 

tanpa menggunakan anggaran yang besar 

bahkan tanpa mengeluarkan biaya untuk 

membebaskan lahan. Sesuatu yang dapat 

dikatakan sangat tidak mungkin yang dilakukan 

oleh pemerintah ditambah daerah Kemang 

merupakan kawasan padat pemukiman dan 

termasuk kawasan perkembangan ekonomi di 

DKI Jakarta. 

Upaya Pemerintah daerah DKI Jakarta 

terutama Anies Baswedan sebagai Gubernur 

atau pemimpin pemerintah daerah menunjuk 

tim khusus yang memiliki otoritas dan 

wewenang untuk melaksanakan pembangunan 

revitalisasi trotoar dijalan Kemang Raya daerah 

Kemang di wilayah provinsi daerah DKI 

Jakarta serta komunikasi politik dalam 

memenuhi tugas dan tanggung jawabnya 

melaksanakan kebijakan yang berlandaskan 

keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan 

revitalisasi trotoar di wilayah DKI Jakarta 

terutama daerah Kemang yang terlaksana 

dengan baik serta tanpa mengeluarkan biaya 

untuk membebaskan lahan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penulisan artikel ini adalah 

dengan Deskriptif Kualitatif yaitu rangkaian 

kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat 

apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu 

yang hasilnya lebih menekankan makna 

karena penelitian ini mengeksplorasi 

fenomena proses negosiasi kebijakan 

revitalisasi pemerintah daerah di sekitar jalan 

Kemang Raya Provinsi DKI Jakarta. Data – 

data yang diperoleh dari beberapa 

dokumentasi dan wawancara terhadap pelaku 

yang terlibat dalam proses negosiasi dengan 

menghasilkan data primer dan sekunder 

kemudian data diolah melalui reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data melalui 

analisis Hermeneutik serta kebasahan melalui 

trangulasi sumber dan teori yang relevan 

dengan negosiasi yang terlaksana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini mendeskripsikan tentang 

proses negosiasi, langkah – Langkah upaya 

negosiasi dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat negosiasi integratif yang 

dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan 

pemilik persil dan warga daerah Kemang yang 

terkena dampak pembangunan  serta 

menguraikan beberapa hasil penelitian yang 

berhubungan dengan tema. 

Gambaran Daerah Kemang Jakarta 

Selaatan 

Daerah Kemang merupakan salah satu 

desa di kelurahan Bangka yang ditetapkan 

sebagai daerah resapan air tidak diperbolehkan 

ada banyak bangunan yang menutupi 

permukaan tanah menurut Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Jakarta tahun 1965 sampai dengan 

1985.  

Pesatnya perkembangan daerah 

Kemang ini ditinjau dari warga yang 

melakukan aktifitas pembangunan bangunan 

yang fungsinya untuk melakukan perdagangan 

dan jasa atau penyerdahanaan kata digunakan 

sebagai pusat perniagaan. Dahulunya sebagai 

kawasan perkebunan, berangsur menjadi 

kawasan resapan air, berubah fungsi kembali 

menjadi permukiman dan pada akhirnya pada 

saat ini menjadi pusat perniagaan yang sesuai 

dengan peraturan daerah yang berlaku tidak 

sesuai bahkan bisa dikatakan sebagai kawasan 

perniagaan yang ilegal. Pemerintah daerah DKI 

Jakarta yang mengerti dan memahami 

permasalahan tersebut berupaya bersikap 

fleksibel atau tidak kaku dalam menetapkan 

aturan, meskipun penggunaan lahan tersebut 

pada kenyataan dilapangannya menjadi 

kawasan perniagaan dan perkantoran tidak 

sesuai dengan pengaturan zonasi. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah bernegosiasi dengan 
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para pemilik lahan di daerah Kemang agar 

membantu kerja pemerintah daerah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk merevitalisasi sarana infrastruktur 

trotoar di jalan Kemang Raya dengan 

menerapkan pola kolaborasi dan partisipasi 

dengan warga disekitar jalan Kemang Raya. 

Hasil Penelitian 

1. Awal Mula Terjadinya Permasalahan  

Daerah Kemang merupakan kawasan 

komersil secara tampilan meskipun terdapat 

permukiman yang padat didalamnya. Pusat 

perniagaan dan pusat perkantoran yang padat 

termasuk dalam kawasan yang menjadi 

prioritas pemerintah daerah DKI Jakarta untuk 

dilaksanakannya kebijakan revitalisasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan 

daerah Kemang menjadi prioritas bukan hanya 

hasil dari penelitian pemerintah daerah saja, 

tetapi banyak aspirasi yang diterima oleh 

pemerintah daerah dari warga daerah Kemang 

untuk diadakannya pembangunan. Selain itu, 

sering terjadinya bencana banjir di daerah 

Kemang yang disebabkan oleh sistem drainase 

yang tidak baik. Sehingga kepadatan penduduk 

yang diikuti dengan kepadatan kendaraan yang 

melintas di jalan – jalan daerah Kemang disertai 

banjir tiap tahun merupakan kawasan yang 

tidak sehat sehingga menjadikan faktor 

pendukung pemerintah daerah menetapkan 

Kemang menjadi salah satu daerah yang 

diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk 

melaksanakan revitalisasi sarana infrastruktur 

trotoar. Ditambahkan rencana pemerintah 

daerah menjadikan daerah Kemang 

kedepannya akan menjadi destinasi wisata 

iconic di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. 

2. Proses Negosiasi Integratif Antara 

Pemerintah Daerah Diwakilkan Tim 

Khusus Dengan Warga Yang Terkena 

Dampak. 

Kondisi yang telah dihadapi pemerintah 

daerah untuk melaksanakan kebijakan 

revitalisasi trotoar yang berada di daerah DKI 

Jakarta terutama di jalan Kemang Raya Jakarta 

Selatan, peran serta dari warga daerah Kemang 

yang menyampaikan aspirasi – aspirasi nya dan 

diterima oleh pemerintah daerah melalui jalur 

yang berjenjang. Penerimaan masukan dan 

saran dari warga daerah Kemang menjadi latar 

belakang dikeluarkan kebijakan revitalisasi 

trotoar yang berada di daerah Kemang terutama 

di jalan Kemang Raya dikaji oleh pemerintah 

daerah dan direalisasikan dalam bentuk langkah 

awal memberikan gambaran yang akan 

dikerjakan dan hasilnya dalam sebuah bentuk 

paparan video animasi yang dilakukan oleh tim 

khusus Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 

pada saat sosialiasasi pertama sebagai bentuk 

tindakan responsif dari pemerintah daerah atas 

masukan dan saran dari warga daerah Kemang. 

Sosialisasi yang kedua yang dilakukan 

adalah penyampaian jadwal kerja dan 

menghadirkan kontraktor, pengawas proyek 

dan konsultan proyek untuk melakukan 

pendekatan door to door kepada pemilik persil 

 untuk pelaksanaan pembangunan di 

area atau lahannya karena setiap pemilik persil 

memiliki kepentingan masing – masing.  

3. Langkah – Langkah Upaya Negosiasi 

Integratif Tim Khusus Dari Pemerintah 

Daerah Agar Terlaksananya Kebijakan. 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah DKI Jakarta yang 

berorientasikan keadilan dan kesetaraan 

memiliki nilai – nilai yang terkandung dalam 

pemerintahan yang demokrasi.  

Negosiasi integratif yang telah 

dilaksanakan tim khusus tujuannya agar 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah 

terlaksana dengan baik dan lancar karena fokus 

dari kebijakan tersebut sebagai solusi atau 

pemecahan masalah dari kemacetan yang 

terjadi di DKI Jakarta terutama di jalan Kemang 

Raya daerah Kemang yang pernah menjadi 

pekerjaan rumah pemerintah daerah yang tidak 

kunjung selesai selama bertahun – tahun 

belakangan ini, meskipun secara hukum 

pemerintah daerah memiliki otoritas dalam 

pengaturan diwilayah nya tetapi pemerintah 

daerah melalui tim khusus yang dibentuk tetap 

memperhatikan moral warga yang berada di 

sekitar jalan Kemang Raya.  

Upaya yang dilakukan dari tim khusus 

dengan membuatkan sebuah perjanjian 

kerjasama (PKS) antara pemerintah daerah 
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dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Bina 

Marga dengan warga. Terdapat 10 Pasal yang 

ada didalam PKS. Isi pasal 1 didalam PKS 

yang terbuat memiliki maksud sebagai dasar 

hukum dalam pelaksanaan penataan kawasan 

Jalan Kemang Raya dan sekitarnya Kota 

Administrasi Jakarta Selatan dan bertujuan 

untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan 

dan ketertiban bagi para pengguna jalur 

pejalan kaki di kawasan jalan Kemang Raya  

dan sekitarnya, Kota administrasi Jakarta 

Selatan. Pasal 3 menjelaskan tentang ruang 

lingkup kerjasama bahwa kedua pihak sepakat 

bahwa ruang lingkup kerjasama yang akan 

dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama 

ini adalah pemanfaatan sebagian tanah dan 

pengelolaan kawasan/ trotoar dan bangunan 

pelengkap jalan yang dikuasai oleh pihak 

kedua dalam hal ini warga tanpa peralihan hak 

atas tanah, sehingga pihak kedua tetap berhak 

atas penguasaan dan pemilikan tanah yang 

akan digunakan sebagai trotoar dan bangunan 

pelengkap jalan.  

4. Faktor Pendukung dan Faktor 

Penghambat Hasil Dari Proses Negosiasi 

Integratif 

Beberapa faktor yang mendukung 

berhasilnya dari negosiasi integratif yang 

dilaksanakan oleh tim khusus dari pemerintah 

daerah DKI Jakarta yang diketuai oleh Riri 

Asnita antara lain: 

a. Tujuan dari revitalisasi pembangunan 

trotoar di sekitar jalan Kemang Raya. 

Dengan adanya PKS yang diterbitkan 

oleh pemerintah daerah yang diwakilkan 

oleh Dinas Bina Marga menjadikan Joint 

Goal yang disepakati bersama untuk 

menciptakan ketertiban dan kerapian di 

sekitar jalan Kemang Raya. 

b. Perbedaan pendapat dalam melaksanakan 

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah antara tim khusus dari 

pemerintah daerah dengan warga sekitar 

jalan Kemang Raya terus menerus 

dibicarakan dengan baik dan pelaksanaan 

nya tidak dalam forum tetapi lebih dari 

pendekatan orang per orang atau door to 

door. Tekad yang dilakukan oleh tim 

khusus untuk mencapai kesepakatan 

bersama dengan warga tetap dilakukan 

agar tidak ada perasaan yang merugikan 

secara materil dan psikis satu sama lain. 

c. Pendekatan yang dilakukan tim khusus 

tidak kepada semua warga yang berada 

disekitar jalan Kemang Raya, tetapi 

kepada warga yang merasa dirugikan saja. 

Dengan pendekatan yang intensif kepada 

warga yang memliki konsensus negatif 

dari kebijakan publik untuk me-

revitalisasi pembangunan trotoar di jalan 

Kemang Raya.  

d. Dengan dibuatkannya PKS mengikat satu 

sama lain antara pemerintah dan warga 

menjadikan motivasi bagi pihak 

pemerintah daerah yang diwakilkan tim 

khusus dengan warga sekitar jalan 

Kemang Raya.  

e. Keterbukaan informasi yang dilakukan 

oleh tim khusus dari pemerintah daerah 

dari segi anggaran yang dikeluarkan, 

prosesi kerja dan keterlibatan pihak – 

pihak disampaikan melalui sosialisasi 

tahap pertama yaitu tahap perencanaan 

dan tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan 

melalui sosialisasi secara langsung 

bertatap muka dengan warga, melalui 

media elektronik dan melalui media 

cetak.  

f. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh 

adat dan tokoh masyarakat yang 

dilakukan oleh tim khusus dari 

pemerintah daerah disampaikan dalam 

forum sosialisasi dan pertemuan secara 

pribadi kepada tokoh tersebut.  

Selain dari faktor pendukung 

terciptanya proses negosiasi integratif yang 

dilaksanakan oleh tim khusus dari pemerintah 

daerah dengan warga sekitar jalan Kemang 

Raya terdapat faktor yang menjadi 

penghalang terciptanya negosiasi integratif, 

antara lain  : 

a. Waktu yang tersedia bagi tim khusus 

dalam melaksanakan kebijakan publik 

sangat terbatas sehingga pendekatan yang 
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dilakukan terkesan buru – buru. Sehingga 

timbul konsensus – konsensus negatif yang 

terjadi setelah adanya kesepakatan 

bersama. 

b. Keterbatasan dari jumlah tim khusus dari 

pemerintah daerah dalam melakukan 

sosialisasi kepada warga sekitar jalan 

Kemang Raya untuk pendekatan door to 

door. Sehingga tenaga, pikiran dan waktu 

yang benar – benar dimaksimalkan sebaik 

mungkin dalam persiapan dan penerapan 

kebijakan. 

c. Keterbatasan komunikasi yang 

disampaikan oleh Tim khusus pada saat 

sosialisasi menimbulkan pemahaman yang 

tidak sejalan dengan tujuan dari 

komunikasi yang disampaikan dari 

pemerintah dan warga sekitar. 

d. Timbul kepentingan – kepentingan yang 

berbeda dari pemilik persil untuk 

melakukan kerjasama dan kolaborasi 

dengan tim khusus dari pemerintah daerah 

DKI Jakarta, tim khusus mengharuskan 

untuk melakukan pendekatan – pendekatan 

secara interpersonal kepada pemilik persil 

disekitar jalan Kemang Raya dan 

merangkum dari permasalahan – 

permasalahan tersebut menjadi beberapa 

poin yang akan dibuat dalam poin – poin 

PKS antara pemerintah daerah dan warga 

sekitar jalan Kemang Raya. 

e. Konsensus – konsensus negatif yang 

disampaikan oleh pihak ketiga dalam hal 

ini pengacara – pengacara dari pemilik 

persil yang melakukan penyelesaian 

melalui jalur hukum yang cukup menguras 

pikiran dari tim khusus dari pemerintah 

daerah DKI Jakarta yang menjadi 

pelaksana dilapangan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Negosiasi dalam melaksanakan 

kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta 

dilakukan karena Negara Kesatuan Republik 

Indonesia merupakan negara demokrasi yang 

menjadi unsur pelaksana adalah pemerintah 

dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta 

yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk 

untuk bertanggung jawab penuh dilapangan. 

Pada tahap perencanaan dikeluarkannya 

kebijakan publik pemerintah daerah DKI 

Jakarta melakukan kegiatan proaktif untuk 

menggalang aspirasi dari warga DKI Jakarta 

mengenai permasalahan kemacetan yang 

berada di DKI Jakarta tidak kunjung selesai. 

Melalui sistem bottom up masukan dan saran 

dari warga DKI Jakarta terutama daerah 

Kemang yang berada di sekitar jalan Kemang 

Raya sebagai dasar pembuatan kebijakan 

publik kemudian diolah data – datanya menjadi 

sebuah solusi dari permasalahan kemacetan di 

jalan Kemang Raya. 

Karena keaneka ragaman dari warga 

sekitar jalan Kemang Raya menimbulkan 

beberapa kepentingan dari warga yang berbeda 

– beda. Untuk menyelarasakan persamaan dan 

menekan perbedaan dari kepentingan warga, 

pemerintah daerah melalui tim khusus 

melakukan negosiasi kepada warga sekitar 

jalan Kemang Raya agar tujuan dari kebijakan 

revitalisasi trotoar dijalan Kemang Raya tetap 

terlaksana untuk kepentingan umum. 
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